/

BADAN PENGAWAS PEMILINAN UMUM

| 'a BAWASLU

PROVIMSI SULAWEN I SR LATAN
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TENTANG

PENETAPAN TIM POKJA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa
Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi
ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan,
pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan
keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Selatan, perlu dibentuk Tim Keterbukaan
Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Selatan tentang Penetapan Tim Keterbukaan
Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2020.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ke
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia ’I‘ahun’_
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repul
Indonesia Nomor 4287), ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten! ;
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846),

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
Undang sebagaimana diubah terkahir kali dengan Undang
= Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5678);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang
Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan,

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan
Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum,




Tahun 2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi
Publik;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP
DIPA- 115.01.2.686459/2021 Tanggal 23 November 2020
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pokja Keterbukaan Informasi Publik
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan
wewenang sebagaimana berikut;

a. Pembina / Pengarah :
1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan
implementasi  pengelolaan dan  pelayanan
Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;

2. memberikan persetujuan terhadap
pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat
oleh PPID ;

3. memberikan persetujuan terhadap Laporan
Layanan untuk disampaikan kepada Komisi
Informasi; dan

4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan
pelayanan dan pengelolaan Informasi
sebagaimana tercantum dalam Laporan
Pelayanan. g

b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan
kepada PPID mengenai :
1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi
Publik;
Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon
Informasi;
Penyusunan Daftar Informasi Publik:
Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
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c. Atasan PPID bertugas :
1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap

implementasi keterbukaan Informasi Publik;

2.  Melakukan pengembangan kompetensi petugas
layanan Informasi guna meningkatkan kualitas
layanan Informasi Publik;

3. Memberikan tanggapan atas Kkeberatan yang
diajukan oleh Pemohon layanan Informasi Publik;

4, Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi
Publikdi Komisi Informasi.

d. PPID :

1. Menyusun prosedur operasional standar yang
berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;

2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh
Informasi Publik;

3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau
memberikan Informasi Publik yang berada di
bawah kewenangannya kecuali Informasi yang
dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;

4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan
sesuai dengan Peraturan Badan ini serta
menyampaikan salinan laporan kepada Komisi
Informasi;

5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP
Pemilu dan/atau Pemilihan;

6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi
yang berpotensi dikecualikan;

7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di
Lingkungan Bawaslu;

8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan
pengelolaan Informasi Publik;

9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai
keterbukaan Informasi Publik;

10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan
Informasi Publik;

11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan
salinannya kepada K i Inforn 5 S

a) Mencatat perz
registrasi, "~
b) Membantu
permohonan 1‘\.: ]
¢) Menyampaikan
kepada pejabat bid
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d) Menyampnllean  wsurat pemberitabiunn ke pods
Pemahon atan persetujunn 00D

c) Menyampnikan  Informansl  yang  dimohonkan
kepndan Pemaohion ataes persetiujuan P10, darn

f) Menerlimn surat keberotoan  Pemobon untuk
diterunlcan kepadn Atanan PI*ID,

2. Membumt laporan  slktivitas  pelayoanan Informiasi
netinp 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlab
Pemohon, subjek/matert Informani yang dimohon,
dan kendaln dalam pelayanan Informasi; dan

3. Membantu PPID membunt Laporan Layanar,

KETIGA c Segnla blayn  yang  dikelunrkan  sebagal akdbat

ditetapkannya  keputusan ini dibebankan  pada  DIPA
Badan Pengawns  Pemilihan Umum  Provinsi Sulawesi
Tenggara  Tahun  Anggaran 2021 dengan SP DIPA
115.01.2.686459/2021 Tanggal 23 Novemnber 2020

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Januari s/d

Ternbusan, Yth

]

2.
3,
q,
h.

31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila  di
kemudian hari terdapat kekeliruan akan  dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL |/~ JANUARI 2021

KEPALA SEKRETARIAT,

Kestun Bawnnlu K1 i Jukaring

flekretaria Jendearal Bawonlu 1 dj Jalaria,
Krtun Bawnaalu Provinel Dulnwes| Bolatan;
Yang bersnnghutan,

Araip
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LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILU PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR :
TANGGAL JANUARI 2021

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
Ketua Bawaslu Provinsi
1. .H.L. ’
| Drs. H. L. Arumahi, MH Sulawesi Selatan Pembina
{ | o S
Kepala Sekretariat Bawaslu D
‘1 & \ Dr. Jalaludin, M.Pd Provinsi Sulawesi Selatan Atasan PPI
[ i [
‘ 3 Kabag Hukum, Humas, Data
3. } Nurmalawati Pulubuhu, S.IP dan Iformasi Bawaslu PPID
“ i Provinsi Sulawesi Selatan
‘[7 {
1 \
. Anggota Bawaslu Provinsi
‘ TIMBANGAN
4 ! Drs. Saiful Jihad, M.Ag B ot Selaten TIM PERTIMB
\
|
5. ! Azry Yusuf, SH,.MH Anggota Bawaslu Provinsi TIM PERTIMBANGAN
‘ Sulawesi Selatan
6. Dr. Adnan Jamal, SH,.MH Anggota Bawaslu Provinsi TIM PERTIMBANGAN
Sulawesi Selatan
!
. Anggota Bawaslu Provinsi
| 7. Amrayadi, SH Sulawesi Selatan TIM PERTIMBANGAN
|
-
Anggota Bawaslu Provinsi
8. Asradi, SE.,MH Sulawesi Selatan TIM PERTIMBANGAN
9. Hasmaniar Bachrun, S.Pi Anggota Bawaslu Provinsi
Sulawesi Selatan
Kepala Urusan Penyelesaian TIM PERTIMBANGAN
10. Rachmawati Halik, P y
chmawa aH Sengketa Informasi Publik
I
|
s s
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PETUGAS PELAYANAN

l
11. Irwan Surya Darmawan, SM Staf Bawaslu Provinsi INFORMASI !
Sulawesi Selatan |
N | B
1
|
12. Taufik Rizal. S.IP Staf Bawaslu Provinsi PETUGAS PELAYANAN i
’ Sulawesi Selatan INFORMASI
Staf Bawaslu Provinsi PETUGAS PELAYANAN |
13. M. Chaidir Pratama, S.Sos Sulawesi Selatan INFORMASI ’
!
; I — S —
Staf Bawaslu Provinsi PETUGAS PELAYANAN
14. | Hasriyadin, S.Kom Sulawesi Selatan INFORMASI
L I —
‘ ‘ o . . PETUGAS PELAYANAN
‘ Staf Bawaslu Provins INFORMASI
| 15 Abdi, SH Sulawesi Selatan
L

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPALA SE!FRETARIAT,

DR/) JALALUDIN, M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip : 19720403 199903 1 011
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